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resmi Buku PDRB Kabupaten yang berisi informasi-informasi terkait dengan

pertumbuhan ekonomi, PDRB, PDRB Per Kapita, Inflasi, Ketimpangan

(Distribusi) Pendapatan, dan lain-lain,

2.4.2t Persandian

Persandian terkait dengan:

1. Penyelenggaraanpersandianuntukpengamananinformasi

Pemerintah D aerah kabupaten/ kota.

2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah

kabupatenlkota.

2.4.22 Kebudayaan

Di dalam urusan Kebudayaan, pemerintah Kabupaten Tapin telah
melakukan kegiatan:

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

3. Benda, situs dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan
Pencapain atas kegiatan kebudayaan tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.96
Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Taupaten Tapin 2OL2-2O 6

Indikator 20t2 2013 2014 2015 2016

Jumlah Penyelenggaraan Seni darr
Budaya

11 I2 15 16

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2OI3,2Ol4,2OLS,2016

Berdasarkan tabel di atas, penyelenggaraan seni dan budaya terus

meningkat selama periode tahun 2012-2016. Jumlah penyelenggaran seni

dan budaya sebanyak 11 kali di tahun 2013 dan meningkat menjadi 16 kali
di tahun 2016.
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Tabel 2.97
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

-20L6Tahun 2OL2di lhbupaten Ta un

Indikator 20t2 2,OLg 2U^L4 2015 20L6

Jumlah sarana penYelengga-raan
seni dan budaya

4 4 4 5

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2Ot 4, 2015, 2016

Berdasarkan tabel di atas, sarana penyelenggaraan seni dan budaya

hanya bertambah 1 sarana selama periode tahun 2012-2016.

Tabel 2.98
Jumlah Benda, Situs dan Kawes.rn Cagar Budaya yang Dilestarikan

di I{abu Ta Tahun ?.O12-2OL6
Indikator 20L2 2013 20L4 2015 20L6

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan
Casa-r Budava vans Dilestarikan

22 22 22 22

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013,2014,2075,2016

Berdasarkan tabel di atas, jumah benda, situs, dan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan tidak mengalami perubahan selama periode tahun

2012-20t6.

2,4.23 Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya

terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim

tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat

serta sebagaipenunj ang kelangsungan pe ndidikan.

1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Pengunjung perpustakaan adaiah pemakai perpustakaan yang

berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1)

tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang

mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem

pendataan pengunjung.
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Banyaknyajumlahpengunjungperpustakaanmenggambarkan

tingginya budaya baca d.i daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan

yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan

perpustakaan di daerah. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan

ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta

sebagaip enunj ang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Berdasarkan data periode 2012-2016, pengunjung perpustakaan

terendah sebesar 12,391 orang di tahun 20L2, tertinggi sebesar 40,426 orang

di tahun 2013.

Tabel 2.99
Jumlah Peugunjung Perpustakaan

di Ihbu en Ta Tahun 2OL2-2O16
Indlkator 20L2 20x3 2fJt4 2015 20L6

Jumlah pengrurjung
perpustakaan milik
Pemerintah Daerah

12,391 40,426 13,336 17,234 20,337

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014,2015, 2016

2, Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan

umum yang dapat diakses seca-ra langsung oleh masyarakat yang beroperasi

di wilayah pemerintah daerah. Perpustatrraan umum merupakan

perpustal<aan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan

menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Untuk menghitung

jumlah perpustakaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.LOO
Jumlah Perpustakaan

di l{ab Tapin Tahun 2OL2 -20L6upaten un
Indikatot 20L2 2013 20L4 2015 20t6

Jumlah Perpustakaan 46 88 88 88 88

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013,2014,2015,
2016
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Data jumlah perpustkaan beberapa tahun terakhir menunjukkan angka

yang sama selama periodei 2014 sampai engan 2016, yaitu 88 perpustakaan.

Jumlah perpustakaan terendah sebanyak 46 unit di tahun 2012-

2,4.24 Kearsipan

Pengelolaan fusip secara baku adalah pengeloaan arsip yang sesuai

peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan:

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga

negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara

nasional;

2. menyediakan arsip yang autentik dan terpercayasebagai alat bukti yang

sah;

3. mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan pemanfatan arsip sesuai

dengan ketentuan aturan yang ada;

4. melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan ralqyat

melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan

terpercaya;

5. menciptakan penyelenggaraan kearsipan nasional yang dinamis sebagai

suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;

6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti
pertanggunglawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara;

7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial,

politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati
diri bangsa; dan

B. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan
pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
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C. Fokus La5ranan Urusan Pilihan

2.4.25 Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya

ikan/ binatang air lainnya I tanaman air yang ditangkap / dipanen dari sumber

perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh

perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. produksi yang

dicatat tidak hanya yang dijual saja tetapi termasuk juga yang dikonsumsi

oleh rumah tangga atau yang diberikan kepada nelayanf pekerja sebagai
upah. Tidak termasuk ikan yang diperoteh daiam rangka olah raga atau
rekreasi, juga ikan yang dibuang kembali ke laut setelah ditangkap atau ikan
yang dibuang karena terkena racun, pencemaran, atau penyakit. volume
produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil
tangkapan/budidaya.

Produksi perikanan rawa berdasarkan data BPS menunjukkan kenaikan
produksi perikanan dari 1 .642,20 ton tahun 2ol2 menjadi 1.762,90 ton di
tahun 2016' Adapun untuk perikanan sungai mengalami kenaikan dari
2.892,10 ton di tahun 2or2 menjadi 3.272,90 ton di tahun 2016. produksi
perikanan di lhbupaten Tapin selama tahun 2012-2016 dapat dilihat di tabel
berikut ini.

Tabel 2.l0l
Produksi Perikanan

di Kab

Sumber: Kabupaten funi

2. Konsumsi lkan

Konsumsi ikan oleh masyarakat Kabupaten Tapin terbukti cukup tinggi.
Hal ini ditunjukan pada tabel 2.g2 bahwa persentase konsumsi ikan

upaten Taoin Tahu 20L2-20L6
Uraian 20t2 ?ntB 2014 201s 2016

Jumlah Produksi Ikan (ton)

-Perikanan Rawa L,642.20 I,694.30 1,7 t7.70 I,730.20 1,762.90
-Perikanan Sungai 2,892.70 2,970.60 2,997.40 3,063.50 3,272.9O
Total 4,534.30 4,664.9O 4,7L5.1O 4,793.7O 5,O35.8O
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ap target malnpu di atas angka 90 persen selama periode tahun 2012-

Tabel 2.LOz
Konsumsi lkan

Tah 20L2-20t5

S"*b.. LPPD K"bupaten Tapin Tahun 2013,2014,2015,201'6

2.4.26 Pariwisata

1. Kunjungan wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi unggulan di

Tapin untuk mendorong pembangunan dan perekonomian daerah. Salah

satu indikstor yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan

pariwisata yaitu jumlah kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan ke

Itubupten Tapin selama tahun '2012-2012 dapat dilihat pada tabei berikut.

Tabel 2.LO3
Kunjungan l[isatawan

di l(ab Tahun 2OL2-2OL6

Jumlah wisatawan ke Kabupten Tapin selama tahun 2012-2016 masih

berfluktuasi. Jumlah wisatawan terendah sebesar 350,550 orang di tahun

20L2, tertinggi sebesar 428,662 orang di tahun 2015 dan2016.

2.4.27 Pertanian

1. Produktivitas Padi

Produktivitas padi menggambarkan tingkat produksi padi dibagi dengan

luasan areal tanam padi. Produktivitas menggambarkan upaya pemanfaatan

di Kabu Ta un
Uraian 20L2 20t3 2014 2015 2016

No

I Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kaPita) 49.58 51.45 51,45 52.73

2 Target Daerah (kg/ kaPita) 49.50 5t.25 51.25 53.10

J Persentase 100,16 100,39 100,39 99,30

Jumlah Wisatawan 362,563 362,563 428,662 428,662

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2Ol3,2Ot4,2Ol5,2016
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lahan untuk bercocok tanam padi. Produktivitas padi di Kabupaten Tapin

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.LO4
Produktivitas Padi

di Kab ten Tapin Tahun 2OL2-2OLGu un
No Utaian 20t2 20Lg 20L4 2AL5 20L6

I Produksi Padi (ton) 285,41O 309,639 297,576 380,340 391,698

2 Luas Panen Padi (ha) 63,665 63,1 19 60,396 64,206 75,292

a.)

Rata-rata Produksi
(kw/ha) 44,83 47,57 47,62 59,23 52,02

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 20 13, 2014,2015, 20L6, 2olT

Berdasarkan tabel di atas rata-rataproduksi padi selama periode tahun
2012-2016 mengalami fluktuasi. Produktifitas padi tertinggi sebesar 59,23
kw/ha di tahun 201s, terendah sebesar 44,s7 kiv/ha di tahun 2013.

2. Produktivitas l(aret

Produktivitas karet di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2or3-
2016 mengalami fluktuasi turun clan naik. Produktifitas karet tertinggi
sebesar 720,40 kglha di tahun 2013, terendah sebesar 51g,00 kg/ha di
tahun 2012' Data series produktivitas Karet di Kabupaten Tapin tahun 2Ol3-
2016 disajikan di tabel berikut ini.

Tabel 2.105
Produktivitas Karet

di l(abupaten n Tahun 2O72-2O16
lfo Ihalatr 2012 201? 20L4 20t5 2016

1 Produksi Karet (kg) 10,039,000 100,382,051 7 ,47o,444 6,914,059 '7,991,594

o

Rata-rata Produksi

(kg/ha)
519,00 720,40 596,01 530,65 594,50

Sumber: Kabupaten Tapin nu 2Orc,2OlT

2.4.28 Perdagangan

Berdasarkan undang-undang Nomor T Tahun 2or4 tentang
Perdagangan, definisi dari perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait
dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui
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batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau

Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi'

Sub urusan perdagangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 201+

tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari: perizinan dan pendaftaran

perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang

kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi

dan perlindungan konsumen.

2.4.29 Perindustrian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian, definisi dari industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi

yang menglah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industry

sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat

lebih tinggi, termasuk jasa indsutri.

Sub urusan perindustrian sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari: perencanaan pembangunan

industri, perizinan, sistem informasi industri nasional.

2.4.3O Transmigrasi

Transmigrasi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk

memeratakan persebaran penduduk terutama di wilayah Indonesia yang

luas. Pemerintah membekali terlebih dahulu para calon transmigran terkait

cara mengelola lahan dan mengembangkan wilayah transmigrasi melalui

pelatihan/kursus. Kegiatan yang memang ditujukan untuk program

transmigrasi adalah kegiatan di sektor pertanian dan dengan sasaran pokok

program yaitu pengembangan wilayah dan pembangunan permukiman.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.31 Perencanaan

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan perencanaan

pembangunan berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017

adalah ketersediaan dokumen perencanaan:

1. RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
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RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Ketiga dokumen di atas ada di Kabupaten Tapin dan telah ditetapkan

d.engan PtrRDA (untuk RPJPD dan RPJMD) dan ditetapkan dengan PERKADA

(untuk RKPD setiaP tahun).

2.4.32 Keuangan

1. Penetapan APBD

Penetapan APBD Kabupaten Tapin selama tahun 2012-2016 selalu

dapat dilakukan secara tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan terbangunnya

tertib aclministrasi dan keuangan di Kabupaten Tapin. Penetapan APBD

dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel 2.LO6
Penetapan APBD

I(ab Tahun 2OL2-2OL6
Uraian 20L2 2013 20L4 2015 20L6

Penetapan APBD Tepat
waktu

Tepat
waktu

Tepat
waktu

Tepat
waktu

Tepat
waktu

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tapin Tahun 2Ol7

2.4.33 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang terkart Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

mempunyai kewenangan antara lain: merumuskan kebijaksanaan serta

mengendalikan perencanaan pengembangan kepegawaian daerah,

merumuskan kebijaksanaan peningkatan kualitas pegawai negeri sipil

daerah.

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Tapin yang

memenuhi standar kompetensi untuk eselon IV ke atas dapat dilihat pada

tabel berikut ini.
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Tabel 2.LO7
Persentase ASN yang Memenuhi standar Kompetensi

Tahun ?,OL2-2OL6di Ihbupaten
Uraian 20L2 20L3 20t4 2015 ?nt6

Persentase ASN esselon IV
ke atas yang memenuhi
standar kompetensi

98,22 98,29 99

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2017

2.4.34 PenelitiandanPengembangan

1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Fungsi penunjang terkait penelitian dan pengembangan akan

mempunyai kewenangan antara lain: melakukan penelitian daerah,

merumuskan pengembangan dan inovasi daerah.

Persentase penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan di

Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1O8
Persentase Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan

di I(abu Tahun 2OL2-2OLG
Uraian 20L2 20L3 20L4 20Ls 2016

Persentase Pemanfaatan
Penelitian dan
Pengembangan

80

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tapin Tahun 2017

2.4,35 Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan

antara larn: pengawasan terhadap pemerntah daerah dan aparatur,

pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas

pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial.

1. Persentase tindak lanjut temuan

Persentase tindak lanjut temuan pengawasan di Kabupaten Tapin dapat

dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 2.LO9
persentase Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti

?nL2-20L6di lhbu Ta Tahun

Uraian 20L2 2013 20t4 20t5 20L6

Persentase Rekomendasi
hasil pemeriksaan Reguler
yang telah ditindaklanjuti

69,62 69,62 92,6t 59,41 85

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2Ol7

2.4.36 SekretariatDewan

Fungsi penunjang terkait sekretariat dewan mempunyai kewenangan

antara lain: mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD), menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan

keuangan.

Indikator yang akan digunakan atas Sekretariat Dewan ada-lah lapaoran

pertanggungjawaban keuangan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel z.tLO
Persentase Laporan Pertanggungiawaban

ans TeDat Waktu di Kabuoaten Tapin Tahun 2OL2-2OL6

Uraian 20t2 20ta 20L4 20Ls 20L6

Persentase laporal
pertanggungjawaban
Keuangan Sekretariat
DPRD vans teDat waktu

47 93 100 100 100

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2017

2.4.37 Sekretariat Daerah

1. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan

bentr-tk aklrntabilitas dari pelaksanaar tugas yang berfungsi antara lain

sebagar alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan

fungsi Pemerintah Kabupaten Tapin.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin diukur atas dasar penilaian

Indikator Kinerja Utama (lKU) yang merupakan indikator keberhasiian

pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam

Pe4'anjian Kineqja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKjIP Pemerintah

Kabupaten Tapin beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini.

T

Mts TT - G/.I48,/{RAN UMUM KON}DISI DAERAI(



I[ 1OT )t

RPJMD Kabupaterr Tapin Tahun 2018-2023

Tabel z.LLt
Nilai SAKIP Kabu Ta Tahun

Uraian 20L2 20L3 20t4 20t5 20L6

Nilai SAKIP C C C CC CC

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahts.n 2Ol7

20L2-20L6

Berdasarkan tabel di atas Nilai SAKIP Kabupaten Tapin mendapatkan

nilai C dari tahun2012 sampai tahun 2014. Sejak tahun 2015 mendapatkan

peningkatan menjai nilai CC. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja

sasarar telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan target sasaran

pembangunan secara akuntabel.

2, Peringkat, skor dan status Laporan penyelenggaraalr-

Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelengaraaan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan

kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap

tahun berdasarkan PP No, 3 Tahun 2OO7 dan dilakukan evaluasi sejak tahun
2009 sesuai amanat PP No. 6 Tahun 2oo}. penetapan peringkat dan skor
LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (EKPPD) terhadap LppD, yaxg dilakukan secara terukur oleh

Ke menterian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/ LpNK

(Kementerian PANRB, Kemenkeu, I{emenkumham, Kemensetneg,

BAPPENAS, BKN, BPKP, Bps, dan LAN) untuk memotret kineq'a

penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek rnanajemen pemerintahan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari
pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level

pelaksana kebgakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai

pelayan masyarakat. Hasii EKPPD terhadap LPPD selama beberapa tahun
terakhir yang berisi peringkat, skor, clan status kinerta Pemerintah Daerah
disajikan pada tabel di bawah ini.
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Tabel
Peringkat, Skor dan

I&b
Uraian 2,O12 2013 2{u.t4 2015 2016

Peringkat/Skor
/Status LPPD

Peringkat
135/Skor:

2,7027lStatus
tlngg1

Perrngkat 127 I
Skor: 3,0468

/Status: sangat
tinesi

Su mber: www. otda.kemendagri.go. id

3. Jumlah Informasi Manajemen Pemda

Jumlah Informasi Manajemen Pemda adalah Jumlah sistem informasi

manajemen Pemdayang telah dibuat oleh Pemdayang bersangkutan. Jumlah

Informasi Manajemen Pemda di Kabupaten Tapin disajikan pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.LL3
Jumlah Informasi Manajemen Pemda
I{abu en Tapin Tahun ?OLZ-?OL6

Indikator 20L2 2013 20t4 m1s 20!6

Jumlah Informasi Manajemen Pemda 4 4 4 4 4

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2012, 2013, 2074, 2015, 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah informasi manajemen

Pemda selama tahun 2012-2016 bedumlah tetap sebanyak 4 sistem

informasi manajemen Pemda.

4. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang beberapa tahun terakhir

diganti menjadi Survey Kepuasan Masyarakat oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah adaiah

pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat

dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan publik di

IGbupaten Tapin disajikan pada tabel di bawah.

II-108

2.Lt2
Status
Tahun

Kinerja IPPD
20L2-20L6
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Tabel 2.tt4
Indeks Kepuasan La5ranan Masyarakat

I(abuoaten Taoin Tahun 2OL2-2OL6

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ol7

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2078-2V23

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Layanan

Masyarakat terus mengalami peningkatan dengan pencapain akhir di tahun

2016 sebesar 75.

Capaian pembangunan dari beberapa aspek pembangunan telah

diuraikan dengan dukungan data beberapa tahun terakhir. Data capaian

pembangunan tersebut disajikan dalam taber di bawah ini.
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Er- 3_ 1*
RPIMD Kabupaten Tapin Tahun ZOaS-2O23

Tabel 2.115
Capaian Indikator Itinerja Penyelenggaraan frrusan Pernerintahan

Kabupaten Tapin Tahun ZOl2-2fiL7
No. Aspek/ Fokus / Bidaag Unrsan /

Iadlkator Kio.erJa pem.bangunaa
Daerab.

Satuaa 20L2 2()13 20a4 20ls 20L6 20L7 Stao.dar IaterPretasi
belurn tercaPai

(<) sesuai (=)
melaoPaui (>)

M,I

1l PDRB Atas Dasar Harga Konstan Rp ribu 4.605.74O 4.870.63s 5.13s.704 5.343.48 t 5.607.922 5.895.L72 1.491.263. melarnPaui (=)

t2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Rp ribu 5. 05 1 .452 5.46a.a24 6.141 .945 6.174.845 6.904.693 7.433.274 4.a22.249. melampaui (>)

12 Laju Pertumbuhan pDRB Menurut
Lapangan Usal.a

o/- aea 5.75 5,44 4,05 4.95 5,12 5,61 belum tercaPai (<)

t.4 ta.ju Infla.si Kabupaten Tapin /o 5,96 6,98 7,t6 5,03 3,68 3,42 4,31 melampaui (>)

1.5 PDRB per kapita (ADHB) Rp juta 29,O5 30,99 34,28 35,61 37,43 39,42 25,76
1.6 PDRB per kapita (ADHK) Rp juta 26,49 27,60 2a,66 29,40 30,39 31 ,58 7,a melarnpaui (>)

1.7 Indeks Cini/Koefisien Gire j o/- o,30 o,2B o,26 o,35 o.32 o,33 o,24 belum tercaPai (<)

18 Persentase Penduduk Miskin o/ 4.99 3.41 .1 O.f 3.88 3.70 c,t t 3,03 belum tercaPai (<)

19 Jumlah Penduduk Miskin fiiwa) Jiwa a,717 6,045 6,518 7,OlO 6,8 10 7,O11 6.393 beh.rm tercaPai (<)

1.lo Garis Kerniskinan Rp 264.641 295.s53 3L 4.696 330.O33 369. I s3 390.488 467.1.35,2
6

belum tercaPai (<)

1.1 1 lndeks Keddaman Kemiskinan o/o 0,48 o,34 o.37 o,46 o,25 o,40 o,27 melampaui (>)

r. t2 Indeks Keparahan Kerrriskinan /o o,08 o,o5 o,06 o,oB o,03 o,08 o,o 1 Eelum tercaPai (<)

1. 13 Indeks Pembangunan Manusia indeks 65,92 66,4a 66,99 67.67 68,05 6a,70 69,72 belurn terca.Pai (<)

I.I4 Angka Melek Huruf 96,87 93.OO 93 29 97,10 9A,34 9a,47 98,50 melampaui (>)

1. 15 Angka Rata-Rata Lama Sekolah tahun 6,44 6,99 7 ,17 7,43 7,44 7,53 7,76 -belum tercaPai (<)

1. 16 Angka Hanapan Lama Sekolah tahun to,74 10,95 I1 .t7 tt,2r tt,24 1l ,52 12,60 belum tercaPai (<)

r.1,7 Angka Harapan Hidup ta-hun 68,90 68,98 69.O2 69,47 69,62 69,77 69,50 rnela.mPaui (>)

1.18 Jumlah Balita Gizi Buruk jumlah 279 26a ta2 142 175 160 t73 melarnpaui (>)

tsAts II - GAL4tsAflAN UMUM KONDTST DAERA+I ,T
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RPIMD Kabtrpaten Tapin Tahun 2OaA-2O23

No. Aspekl Fokus / Btdang Urusal' /
larrlkator KtnerJa Peo'baaguaaa.

f,)aetab.

Satuau 2012 2()13 207_4 2()15 20L6 2(}17 Star.dat IaterPretasi
belum telcaPal

(<f sesuai (=)
m.elarnPaut (>)

1. 19 Tingkat Partisipasi Angkatan Keq'a o/o 67,s2 69,89 '7 1 aO

),79

71,75 7 t.8t 7 r.92 81 15 belum tercaPai (<)

1.20 Tingkat Pengangguran Terbuka o/o 6.69 5,24 5,14 4,71 4,39 5,44 melarnPaui (>)

r21 Rasio Penduduk Yang Bekeq'a o/o 65 94,76 9A,2).

8s,54

72,76

94,46 95,24 95,61 98.95 belum tercaPai (<)

110 Indeks Pernbarrgunan gender (lPG) Poin 7 t.19 7t,a6 83,80 83.82 83,87 a2,ao melampaui (>)

L,ZJ Indeks Pemberdayaar-r Gender (lDG) Poin 75,39 77,60 72,44 72,9t 72,99 72,50 melamPaui (>)

1.24 Opini pengawas ekstemal (BPK RI) Predikat WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP sesuai (:)

1.25 Kontribusi Sektor
Pertanian/ perkebu nan terhadap
PDRB ADHB

o/o 7A,22 t7.39 77.60

o.29

35,25

8,33

18,87 19,58 19,88 19,85 mela.mPaui (>)

t.26 Kontribusi sektor kehutanan PDRB
ADHB

o/o o,2a o,31 o,29 o,2a o,2a 1 belum tercaPai (<)

t.27 Kontribusi S ektor Pertambangan
terhadap PDRB ADHB

o/o 34,94 36, 16 30,04 27,77 27,79 35,53 belum tercaPai (<)

L.2B Kontribusi Sektor Perdagangan
terhadap PDRB ADHB

/o 7.83 .7 0, 8,99 9,56 9,86 5,45 melampaui (>)

1.29 Kontribusi Sektor Industri terhadap
PDRB ADHB

o/o 7,79 6,46 6,48 6,85 6,99 7,O3 6,76 melamPaui (>)

B A$PEK DAYA SAING DAERAII
1 Pengeluaran konsum si rumatr

tangga per kapita
Rp 2,354,7

83.
2,615,6

30.
2,856,6

7 8.5

1.s84.8
22

3,O72,5
56.2

3,319,6
08.5

3,319,60
8.5

2,857,79
2

melamPaui (>)

2 Pengeluaran konsumsi non pa.ngan
perkapita

Rp

1.3 15.7
15

l.+54.6
o6

1.7 t3.r
70

1.872.O
55

1 .931 .O

80
1.515.7
30

mela.mPaui (>)

J Angka Krimina-litas / l O.OOO i 8,53 t7,47 t6,52

47.56

t5,62 t1,94 t6,93 16,50 belum tercaPai (<)

4 Rasio Ketergantungan /o 46.72 47,69 47,43 47,25 47,3r 47,30 belum tercaPai (<)

tsAts rI - @MtsAR"AN LtMuM KoNDrsr DAERAI| y-
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RPIMD Kabupaten Tapin Tahun 2O7g-2O22

No. Aspekl Fokus,/ Bidang Urusan /
Indlkator Ifi nerja pembangunaa

Daerah

Satrran 20I2 2013 20L4 2At5, 20L6 2017 Staadar Interpretasl
belum tereapal

(<) sesuat (=;
melampaul (>|

I Fokus La5ranan Urusan llfq|ib
I Pendidikan

1.1 APM:

r.1.1 APM SD/MI o/ 93,16 95,68 97,7 1 94,76 97,36 99,9a 99.77 melarnpaui (>)

1.t.2 APM SMP/MTs o//o 69,87 64,36 72,9t 67,63 7 L,33 72,72 72.5 melampaui (>)

1. 1.3 APM SMA/MAlSMK: o/ 32,69 44,62 62,O5 44,32 48,31 48,73 60.7 belum tercapai (<)

r.2 APK:

r.2.7 APK SD/MI o/o ro4,47 1o8,81 110,52 LI L,14 i 11,63 110,30 95,62 rnelanrrpaui (>)

t.2.2 APK SMP/MTs /o 84,55 79,52 82,45 82,87 85,78 85,70 92.50 belurn tercapai (<)

r.2.3 APK SMA/MA/SMK o//o 66,75 62,t4 71,36 73,44 76,a8 77,44 60.70 melampaui (>)

1.3 Angka Partisipasi Sekolah:

I lJmur 7-12 tahun /o 94,42 98,OO too 98,76 99,98 99,94 105,50 belurn tercapai (.)

2 Umur 13-15 tahun o//o 63,83 42,06 94,99 87,t3 92,O2 92,49 a7,66 melampaui (>)

t.3.2 Rasio Guru Terhadap Murid o/n 99,O3 96,9t 88.40 91,53 85,70 99,03 44,50 melampaui (>)

1.4 Pendidikan Menengah

t.4.t Angka Partisipasi Sekolah
I Umur 16-18 tatrun o/ 38,18 57.84 69,10 54,t9 58,86 59,44 39,58 melarnpaui (>)

t.4.2 Rasio Guru Terhadap Murid o/o 65,38 69,67 92,67 77,\4 74,25 65,38 13.50 melarnpaui (>)

2 I(esehatan
2.7 Angka Kematian Bayi / 1.OOO t7,8 20 23 18 t7 t6 t6 sesuai (:)

2.2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi / 1.OOO 9a2,2 9BO 977 972 973 a73 944 belum tercapai (<)

tsAts II - qt-ltsAR.At\, UMUM KoNDrSr DAERA|I d
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RPIMD Kabupaten Tapin Tahun 2OL8-2O23

No. Aspek/ Fokus / Bid,a n g Urusaa/
Indikator l$urc rja Peubaagrrn an

Daera-h

Satuan 2(,12 2(J13 2014 2()15 20L6 2()17 Sftandar Iuterpretasl
belum tercapai

(<l seeuai (=1
melampaul (>l

2.3 Rasio Posyandu per satuan balita o/o L6,42 1o,77 LO,7O ro,77 10,90 10,90 69,83 belum tercapai (<)

2_4 Rasio Puskesmas per satuan
penduduk

/ 1.OOO o,075 o,o74 o,o73 o,o72 o,071 o,o70 o,08 rnelampaui (>)

2-5 Rasio Pustu per satuan penduduk / 1.OOO o,270 o,2o4 o.207 o,2o,4 o,20t o,198 o,27 rnelampaui (>)

2.6 Rasio Rurnah Sakit per satuan
penduduk

/ l.OOO o,oo58 o,oo57 o,oo56 o,oo55 o,oo54 o,0054 o,06 melampaui (>)

2.7 Rasio Dokter per satuan penduduk / 1.OOO O,L2L o,o74 o,t2a o,r27 o,114 o.145 o,25 melampaui (>)

2.4 Rasio Tenaga Medis per satuan
penduduk

/ 1.OOO 3,25 2,87 3,O2 2,94 2,95 3,40 3,81 melampaui (>)

3 Pekerjaao Umrrm daa Penataaa
Ruang

3.1 Proporsi panjang jaringan jalan
dalam kondisi baik

o/o 65 69,66 73,08 50,65 60 65 65 sesuai (=)

3-2 Persentase Jaringan Irigasi Dalarn
Kondisi Baik

o/o 62 63 46,OO 65,OO 65,OO 65,OO 65 sesuai (=)

3.3 Persentase rurnah tangga yang
menggunakan air minurn bersitr

o/o 40,OO 40,oo 32,70 32,7O 55,48 80 80 sesuai (=)

3-4 Persentase rumah tinggal
bersanitasi

o/o 56,OO 56,OO 29,69 62,76 55,48 80 80 sesuai (:)

3.5 Tempat Pembuangan Sampah Per
Satuan Penduduk

o/o o,48 o,48 o,79 o,81 r.t7 t,t7 59,38 belum tercapai (<)

3.6 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per
Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

o/o [ 1,OO 11,OO 1 1,OO 29,96 29,96 29,96 29 melampaui (>)

4 Penrmahan Rakyat dan Kawasan
Perrruklman

4.1 Persentase Rumah Layak Huni o/o 90,oo 90,OO 9L,57 92,23 97,r4 97,t8 95 melampaui (>)

4.2 Persentase Lingkungan
Permukiman Kumuh

o/o 6,27 6,27 o,24 o,006a o,0067 o,0067 o,oo70 melampaui (>)

5 I(etenteraman, I(etertiban Umuml
dan Peltndunga[Maayarakat

tsAts II - qI4tsAR,AN UMUM KOATDTST DAER)AT{ I.



RPIMD Kabupaten Tapin Tahun 2OL8-2A23

rI- 1 14
.../

rr":/

No. 20L2 20L3 20L4 2015 2016 20t7 Standar
belur a

(=l

5.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja
per 1O.OOO penduduk

/ 1O.OOO 4,53 4-14 5.92 5.74 5.70 5.70 5,OO melarnpaui (>)

5.2 Rasio jumlal. Linmas per 1O.OOO
penduduk

/ 1O.OOO 18,83 18,70 t6,97 17,O5 L6,42 16,82 30,o0 belurn tercapai (<)

6 Sosial

6.t Jurnlah PMKS penerirna bantuan jumlah 204 870 906 2,1O8 4,389 4,349 506 melampaui (>)

7 Tenaga l(erJa

7-l Pencari kerja yang ditempatkan o/o t2,21 L2,21 30,24 48,4t 49,OO 49,OO 39,6 melampaui (>)

8 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

4.1 Partisipasi Perempuan di ternbaga
Pemerintah

ao LO,4I 10,41 1 1,18 LI,I7 9,43 9,43 2,95 melarnpaui (>)

8.2 Rasio KDRT o/o o,o 13 o,o13 o,oo2 o,o22 o,o 1o o,o 1o o,o10 sesual (:)

9 Pangan

9.1 Ketersediaan Palgan Utama o/o 91,19 87,34 tt2,56 rto,94 15 1,13 L52,7L 100 melarnpaui (>)

1() Pertanahan

10.1 Persentase Lahan Bersertifkat Yo o,40 o,40 o,8s o,85 L,t7 t,52 2 belurn tercapai (<)

11 Lingkungan Hidup

1 1.1 Presentase Penanganan Sarnpah o/o t9,2t t9,21 20,24 42,OO 47,18 67,O2 60,oo melarnpaui (>)

t2 Administrasl l(ependudukan dan
Catatan Sipil

12.r Persentase Kepemilikan KTP o/o 86,68 86,68 85,O7 85,07 94,OO 95,OO 95-OO sestlal (:)

t2.2 Kepemilikan atr<ta kelahiran per
1.OOO

o/o 26 26,40 36,04 36,04 34,67 95 95,46 belum tercapai (<)

13 Pemberdayaan Masyarakat dartr
Desa

13.1 Persentase PKK aktif o/n 100 100 100 100 roo 100 100 sesuai (:)

L3.2 Jumlah I-SM Aktif o/o 5 5 8 a a 3 5 belum tercapai (<)

tsAts II . q,AMtsARAN UMUM KONDTST DAERAfi 4(



RPIMD Kabupaten Tapin Tahun 2Oa8-2O23

rr-115

No. Aspek/ Fokus/Btdang Urusan/
Iudlkator KlnerJa Pembangunan

Daerah

Satuan 20L2 20L3 20L4 2()Is 20L6 2()L7 Standar Interpretasi
belum tercapal

(<f sesuai (=f
melampaui (>)

L4 Pengendalian Penduduk dan
I(eluarga Berencana

t4.L Persentase PUS yang aktif ber -KB o/o 84,71 47,68 87,64 82,43 82,43 a2,43 sesuai (=)

15 Perhubungan

15.1 Persentase Angkutan Darat o/o 11,35 L 1,35 t 1,38 r5,64 L6,28 t7,35 16,38 melarnpaui (>)

t5.2 Jumlah KIR Angkutan Umum jurnlah 1.951 1.951 1.951 2-365 2.281 2.321 2.300 melarnpaui (>)

r5.3 Jurnlah Pelabuhan
Laut/ Udara/Terminal Bis

jumlah 2 2 2 2 2 2 2 sesuai (=)

16 Kornunikasi dan Informatlrta

16.1 Jumlah Pemancar Komunikasi jumlah 4 33 33 33 33 33 33 sesuai (=)

t6.2 Jumlah surat kabar jumlah 8 8 6 9 6 6 8 sesuai (=)

16.3 Jumlah penyiaran radio jumlah 7 13 13 13 13 13 13 sesuai (:)

L7 Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah

t7.l Persentase Koperasi Aktif oh 81,56 at,69 81,69 81,69 81,69 8i,69 83 belurn tercapai (<)

t7.2 Jurnlah UKM non BPR/LKMUKM unit 7.405 7.521 7.6t6 7.737 7 941 7.941 8.839 belurn tercapai (<)

t7.3 Jumlah BPR/LKM unit 8 t2 L2 t2 12 L2 8 melarnpaui (>)

18 Penanaman Modal

t 8.1 Jumlah investor berskala nasional
(PMDN)

orang o o 2 6 2 2 sesuai (:)

ta.2 Jumlah investor PMA orang 3 I 3 9 9 2 2 melampaui (>)

18.3 Jumlah Nilai Investasi PMDN Rp Juta o 532 357 242 64 t24 120 melampaui (>)

18.4 Jumlah Investasi PMA Rp Juta 181 54 r67 1. 198 74 193 100 melampaui (>)

19 I(epemudaan dan Olahraga

19.1 Jumlah Organisasi KePemudaan jumlah t2 43 43 43 43 43 43 sesuai (:)

BAts II - qAMtsAR.AN uMuM KoNDfSr DAERAhI .l/
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RPIMD Kabupaten Tapin Tahun ?JJL8-2O23

I[o. Aepek/ Fokus / Bldaag Urusan /
Iadikator l(laerja Pembangunaa

Daerah

Satuaa 20l2 xttS 20L4 2()15 2016 2017 Standar Iaterpretasl
belum tetcapai

(<) seeual (=)
melampaut (>)

L9.2 Jumlah Organisasi Olahraga jumlah t45 35 35 35 35 35 35 sesuai (:)

19.3 Jumlah Kegiatan Kepemudaan jumlah L2 10 to 10 10 LO 10 sesuai (:)

19.4 Jumlah Kegiatan Olahraga jumlah 65 29 29 29 29 29 29 sesual (:)

20 Statlsttk
20-r Buku Kabupaten Dalam Angka Ada/Tidak

Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada sesuai (:)

20.2 Buku PDRB Kabupaten Ada/Tidak
Ada

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada sesuar (:)

21 Persandlan

2L.t Persentase Perangkat daerah yang
telah menggunakan sandi dalarn
komunkasi Perangkat Daerah

persen o o o o o o o sesuai (:)

22 I(ebudayaan

22.1 Penyelenggaraarl festival seni dan
budaya

keg 11 11 t2 15 16 16 a melampaui (>)

22.2 Sarana penyelenggaraan seni dan
budaya

keg 4 4 4 4 5 5 4 melampaui (>)

22.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yan g dile starikan

unit 22 22 22 22 )c 22 t6 melarnpaui (>)

23 Perpustakaan

23.r Jumlah Perpustakaan Buah 46 88 88 8.8 88 a8 57 melampaui (>)

23-2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan
per Tahun

oraIrg 12.391 40-426 r3.336 L7.234 20.337 20.337 18.670 melampaui (>)

II Fokus Layarraa Urusaa Pitthaq

1 I(elautan dan Perikanan

t.1 Produksi Perikalan:

1.1.1 Perikanan Rawa ton 1.170.20 1.694.30 t.7 t7.70 t.730.20 r.762.90 L.762.90 1.650.70 rnelampaui (r)

L.t.2 Perikanan Sungai ton 4-534.20 2.970.60 2.997.40 3.063.50 3.272.90 3.272.90 2.772.50 melampaui (>)

tsAts II - ffiMa.AP'AN UMUM KONDIST MERAN
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RPIMD Kabupaten Tapin Tahun 2OL8-2O23

No. Aspek/ Fokus/ Bldang Utusan /
,Iadlkator Kinerja Pembanguaaa'r: Dderah

Satuaa 20t2 2()13 2014 2(Jts 20L6 20L7 Standar Interpretasi
belum tercapai

(<) sesuai (=)
melampaul (>|

t.2 Konsumsi Ikan o/o too,16 100,16 100,39 100,39 99,30 99,30 53.45 melampaui (>)

2 Pariwisata
2.L Jumlah Wisatawan orang 350.550 362.563 362.563 424.662 424.662 428.662 364.OOO melarnpaui (>)

3 Pertanian
3.1 Produktivitas Padi/ produksi ku/ha 44,83 47,57 47,62 59,23 52,O2 52,O2 44,93 melarnpaui (>)

3.2 Produktivitas Karet Kg/ha 518,OO 720,40 596,O 1 530,65 594,50 594,50 o,97 rnelampaui (>)

UI tr\rngsi Peadukuag Urusaa
Pemerlntahan

1 Perencanaan

1.1 Tersedianya dokumen perencanaan
RPJPD yg telah ditetapkan dgn
PERDA

o/o roo.oo 100.oo 100,oo 100.oo 100,oo 100,oo 100,oo sesuai (:)

t.2 Tersedianya Dokumen
Perencanaan: RPJMD yg telah
ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA

o/o roo.oo 100.oo too,oo 100.oo too,oo 100,oo 100,oo sesuai (:)

1.3 Tersedianya Dokumen
Perencanaan: RKPD yg telah
ditetapkan dgn PERKADA

o/o 100.oo 100.oo 100,oo 100.oo 100,oo roo,oo too,oo SCSlrAI (=)

2 I(euangan
2.L Penetapan APBD Tepat/tidak

tepat Waktu
Tepat
waktu

Tepat
waktu

Tepat
waktu

Tepat
waktu

Tepat
waktu

Tepat
waktu

Tepat
waktu

sesuai (=)

3 Kepegawalan serta pendtdikan
dan pelatihan

3.1 Persentase ASN esselon IV ke atas
yang memenuhi standar kompetensi

persen 97,63 9a,t2 94,22 98,29 99 99 99 sesuai (:)

4 Penelitian dan Pengernbangan

tsAts II - qI,4tsARAN' UMUM KONDTST DAERAfi W(



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2078-2023

rr-118

No. Aspek/ Fokus/ Bidat g Urusaa /
Indlkator Ktne{a Pqobangunaa

Dae-iah

Satuan 20L2 2()L3 2()L4 2()15 2016 2()t7 Standar Interpretasl
belum tercapai

(<) sesual (=l
melampaui (>l

4-7 Persentase pemanfaatan hasil
ke[itbangan

persen 80 80 80 80 ao 80 80 sesuan (:)

5 Pengawasan
5.1 Persentase Rekomendasi hasil

perneriksaal Reguler yang telah
ditindaklanjuti

persen 69,62 42,61 59,47 85 85 85 sesuai (:)

6 Sekretariat Dewan
6.1 Persentase laporan

pertan ggungj awabal Keuan gan
Sekretariat DPRD yalg tepat waktu

persen 47 93 100 100 roo 100 100 sesuai (:)

7 Sekretariat Daerab
7.1 Nilai SAKIP Nilai C C C CC CC CC B

7.2 Peringkat/ Skor/ Sta.tus LPPD Peringkat/S
kor/Status

Peringkat
135/Skor:
2,7027 /
Status:
tinggi

Peringkat
135/Skor:
2,7027 /
Status:
tinggi

Peringkat
135/Skor:
2,7027 /
Status:
tinggi

Peringkat
t27 /
Skor:

3,0468
/Status:
sangat
tinggi

Peringkat
t27 /
Skor:

3,O468
/Status:
sangat
tinggi

Peringkat
r27 /
Skor:

3,0468
/ Status:
sangat
tinggi

Peringkat
r27 /
Skor:

3,O468
/Status:
sangat
tinggi

sesuai (:)

7.3 Jumlah Informasi Mannjernen
Pernda

jumlah 4 4 4 4 4 4 4 sesuai (:)

7.4 Indeks Kepuasarr Masyarakat
terhadap Pelayanan Publik

Indeks 75 75,76 74,39 74,87 75 76 76 sesuai (=)
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BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yarrg dapat dinilai dengan

uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun

2003, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat

dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang

maupun barang yaxg dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum

dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihal<-

pihak lain sesuai ketentuan / peraturan perundangan. Sumber pendapatan

daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-

sumber penerimaan lain yaJlg sesuai dengan ketentuan perundangan yang

berlaku, Daerah berkewajiban untuk mengeluarkan uang dalam rangka

melaksanakan semua urusan pemerintah.an di daerah.

Keuangan daerah mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang

berakibat pada meningkatnya keberhasilan pembangunan di Kabupaten

Tapin. Keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorga-nisasian dan

pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk

mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut melalui Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan setiap tahun pada dasarnya

bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber

daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai

kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan

pengelola arL anggaran secara baik.

Kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk

menghasilkan gambaran tentang kapasitas keuangan daerah atau

tsAts Ifi .AI'$AP../'N KEUAN qN DAERAI{
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kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraarr

pembanguna-n daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah

diwujudkan dalam suatu APBD, maka analisis pengelolaan keuangan

daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada

umumnya.

Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh

mEu:ra daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan

daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami

perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan

untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan

proyeksi 5 (iima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka

pendanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja keuangan masa lalu

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tapin,

dij abarkan sebagai berikut:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Berdasarkan regulasi yang berlaku, kinerja keuangan pemerintah

daerah dapat dinilai melalui aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek

kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari

struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak

langsung), pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana

perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca

daerah akan mencerninkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah

daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana

yang tersedia. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu

APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD

serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan

untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan

keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan

daerah.

tsAts Ifi.#.I4tsARAN KTUANflN DAERAN
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Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari

aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya, secara

umum gambaran kineqa pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil PajaklBagi Hasil

Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta

Lain-lain Pendapatan Daerah Y.ng Sah yang berasal dari

Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan daerah yang disajikan secara beberapa tahun terakhir

m enginformasikan m enge na i r ata-r ata p ertumbuhan re alisasi p en dap atan

daerah Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2013-2017, sebagaimana

disajikan pada Tabel 3.1.

1)

2l

3)
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Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Reallsasi Pendapatan I(abupaten Tapin Tahun 2Ol3-2O17

2t L4 201S 2()L6 2()17 Pe

PENDAPATAN a29-461.453 751 937.151.',I 36.9 l3 1 .173.544.232.220 tza.327 .657 .Ot4 996 083.590.562 5_T%

1',t Pendapatan Asli Daerah 37.272.418.207 55.569.634.3 11 67.674.A74 249 57. 163.594.658 84.828.562.754 25,30h

1.1.1 Pendapatal Pajak daerakr a.209.996.4r5 16.432.594. 123 13.614.263.374 1 1.436.782.853 18.143.603.420 32,7Vo

r _1.2. Hasil Retribusi daerah 3.390.03 1.841 2.658.110-678 3.O82.O 12.953 3.887.662.145 3.175.353.O80 o,5%

l.L 3. Hasil oencelolm kekavaan daerah vans dipisahkilr 3.23 1.357.2 1 l 4.730.429-s55 6.319.470.O12 s.165.507.637 5.585.203 169 L7,501'

r.1.4. Lain-lain Pendapatm Asli Daerah 22.44t.O32.740 31.348.500.155 38.794.403.767 36.673.642.O24 57.924.403.085 29-Oak

12 Dana Perimbamsan 652.903.22ri 66 I 739_453.651.SaO 9a4.67a.706.a30 8e r 541.419.384 735.933. t22.O95 4,9o/o

Dma Basi Hasil Paiak/ Basi Hasil Bukan Paiak 232.539.265.66 I 283,342.914.580 423.958.329.a30 2 19.40 1. 104.353 t69 476.19 1.085 o,20k
t.2.2 Dana Alokasi Umum 3a3.38s 301.OOO 416.564.O87.OOO 414.358.O27.OOO 451.O47,893 000 443.t24.432.OOO 3.4/"
1.2.3 Dana Alokasi Kusus 36.9aO.560.00O 39.546.660.O0O 146.362.350.000 2r r.o92.a22.O31 t 2 2.932.49 9.0 l0 69,gah
13 Lain-lain Pendaoatan Daerah vans silh 139.285.808.883 142.L27.a4t O23 180.2a5.163.476 ra4.622.242.973 t75 32 1.905 713 6,6"/"
3 Pendanatan Hibah 15 236.017.048 6.a56.50 1.137 11.919.109.O83 6_852. 151 .475 6.543 407.O51 -7.7Vo

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dam Pemerintah
haerqlr I linnrrq

63.623.a41.544 71.611.533.066 64.214.la2.393 54.259.a24.796 62.335.212.702 o,4a/,,

34 Dana Penwesrraian dan Otonomi lGrusus 46 0A7.163.OOO
1.3.4. I Tun'iansan Profesi Pendidik/ Guru 57.714 554 00()
1.3.4.2 Tambahan Penshasilan Guru 2.425.250.OOO
I 3.4 Dana Insentif Daerah

r.-3.5
Bantuarr Keuangan dari Provinsi atam Pemerintah
Daerah Lainnva
Dana Desa Ymg Bersumber dari APBN 76_292.716.OOO 96 938.641 000

1.3.6 PendaDatan Lainnva 7 .26a 67 | .29 7 8.868.682.820 34.OO8.O58.OOO l 1 30 .3 87.302 2 004 6+4.950 7 |,sYo
Dema Insentif Daerah [DID 5.O00 000.ooo 7.500,ooo.ooo
Total Pendaoatan 82S-461.453.75 I 937.151 136.9 l3 173.544.232.220 | .t2a.327 .657 .Ol4 996.083 590.562 5 -7o/"

Sumb e r : Lapo ran Realis asi Ang g aran Tahun 2 O 1 3 -2 O I 7

tsAB III.wI,ItsARA,N KEIIANilN DAERA+I 
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Berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi

pendapatan daerah cenderung meningkat yaitu periode tahun 2013 sampai

dengan tahun 2077 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan

sebesar 5,7oA. Pendapatan Asli Daerah rata-rata per tahun cenderung

meningkat dari periode tahun 2013-2017 dengan rata-rata pertumbuhan

sebesar 25,3o/o. Secara persentase. pertumbuhan masing-masing komponen

PAD berbeda-beda.

Sumber utama pendapatan Kabupaten Tapin berasal dari dana

perimbangan yang sebagian besar berasa.l dari Dana Alokasi Umum. Dana

Perimbangan setiap tahun mengalami peningkatan dengaa rala-rala

pertumbuhan period e 20 L 3 -2O 1 7 terakhir s ebe sar 4,gYo. Tingkat perh-rmbuhan

tertinggi berasal dari DanaAlokasi Khusus sebesar 69,90/0, Seiain dari PAD dan

Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain-lain

Pendapatan yang Sah dengan rata-rala pertumbuhan77,5%o.

bl Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga

dilakukan pada sisi rea-lisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum

komponen belanja terdiri dari:

1) Belanja Tidak Langsungyang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai,

Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan

Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota

dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan

2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai,

Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh gambaran periode tahun 20L3-2017

bahwa realisasi belanja mengalami pertumbuhan rata rata sebesar 6,46o/o,

Belanja Tidak langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar

l2,Ooo/o. Belanja Tidak langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,620/0. Sedangkan dari data realisasi

Belanja Langsung diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rafa kenaikan

realisasi sebesar 3,42o/o. Komponen Belanja Langsung terbesar digunakan untuk

belanja modal dengan rata-rata pertumbuhau sebesar 36,27o/o.

Mts fiI.AT,IBAf#.N I1.r,I#.NffiN D/.ERAI[
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Tabel 3.2
Rata-Rata Perturnbuhan Realisasi BelanJa Daerah l(abupaten Tapin Tahun 2OL3-2OL7

Kode 2()L7

BELANJA a41.8a2.825.507 a92.a44.89().943 1.244.53(]-368.7a9 1.178.113-47S.949 L-O47-99t.3()4.6S2 7,27"/o

2.L BELANJA TIDAK
LANGSUNG

366.559.O85.332 4()a.2aa.8()(}.515 56()-oa5.693-()98 567.O5().405_O24 565.431.664.515 L2,38"/"

2.r.1 Belania Pesawai 325_567.47 5.610 357.23a.465.424 397.383.804.5 r5 413.968.348.O 10 386.05 r.407 .43r 4,60"/o
2.r.2 Belania Bunsa
2.t.3 Belania Subsidi
2.t.4 Belanja Hibah 12.488.544.OOO 17.226.79a.60C, 46.O70.851.659 7.550.753.OOO 14.o79.a97.750 52.060/"
2.r.5 Belania Bantuan Sosial 1.990.544.O00 2.823.620.OOO 2,896.660.O00 2,855.120.OOO 3.088.800.0O0 L2,8OV"

2.r.6 Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/ Kabupaten / Kota 783.08 1.5 1 l 851.904. 176 1.O 19.368.499 t.277.198.493 1.532. 180.493 L8,43o/o

2.1.7

Belanja Bantuan
Keuangan kepada
Provinsi/ Kabupaten / Kota
dan Partai Politik

388.8sO.OOO 396.304.400 111.999.056.334 14t.t97.430.777 L6(0.t21.191.800 7OSO,560/.

2.1.8 Belania Tidak Terduga 383.O 15.OOO 287.68L.546 715.952,O91 201.554.750 558.187,041 57.27"/o
Belanja Alokasi Dana
Desa [ADD)

2+.957.575.2tt 29.464.026.s69

Belanja Insentif
Pemungrrtal Pajak dan
Retribusi

2.2 BELANJA LANGSUNG 475.323.74().175 484.560-(}9().468 684.444.675-691 611.O63.O70.925 482.559.640.137 2,86"/"

2.2.7 Belanja Pegawai 21.563.507 -920 19.859.551.0 13 27.392.a90.739 23.693.51l..299 27.8t4.a9 t.7 t5 8,48"/o

2.2.2 Belania Barang dan Jasa 163.t20.611.186 2LO.824.741.328 2ta.o76.6L7.439 248.998.849.893 26r.266.430.175 12,95o/o

2.2.3 Belanja Modal 290.639.62 r.O69 2s3.a75.79a.126 438.975.168.1 13 338.370.709.733 193.478.3 La.247 -L,37o/o

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2013-2O17

tsAts Til-mMAARAN KSU4IV64N DAERAI{
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c) Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

arlggaran yang bersang|<utan maupun pada tahun-tahun aJlggaran berikutnya.

Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Tapin terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang ciidalamnya terdiri atas Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas

Pembentukaa Dana Cadangan, Penyertaan Moda-l (Investasi) Pemerintah

Daerah, dan Pemb ayaran Pokok Utang; serta

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada Tabel

3.3 menginformasikan mengenai rata-rata perkembanganlkenail<an rea-lisasi

penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Tapin. Memperhatikan Tabel

3.3, diperoleh gambaran bahwa Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan

dengan rata-rata kenaikan sebesar 3949,64'/o, Sedangkan dari data realisasi

Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran realisasi Pengeluaran Pembiayaan

mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata penurunan

sebesar 0,05%. Komponen Pengeluaran Pembiayaan ytrrg penurunannya

signifikan dari penyertaan modal dengan rata-rata penurunan sebesar 0,30%.
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